BUPATI BOALEMO
PROPINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR |0 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang :a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi
pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain
Kendaraan Dinas Operasional;
b. bahwa  untuk kelancaran tugas  pejabat/aparatur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, diperlukan
tambahan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan

Pemerintah Dacrah Kabupaten Boalemo melalui proses sewa;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Boalemo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kendaraan Dinas
Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3899),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten



Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3965);

. Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan  Propinsi iorontalo  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4282);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Ncgara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); t



9.

10.
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13.

14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahar. Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun
2014);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kcrja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Derah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun 2016 Nomor 609). f



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PZRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017 di ubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 Ayat 3 diubah, schingga Pasal 8 sebagai berikut :

(1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang pembelian Tahun 2013 -
2017 yang dibuktikan dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan)

(2) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM (BBN I).

(3) Apabila kendaraan yang akuan disewakan pada saat pembelian tidak
menggunakan plat nomor DM kode C maka penyedia kenderaan

menyerahkan kontribusi sebesar BBN 1 dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Boalemo ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal | marek 2017

Pj. BUPATI BOALEMO,

M

YUSUF GIASI
Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal | Mardgt 2017
Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

/

HUSAI . ETANGO

(BERITA DAERAH



